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GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN ROKAN HILIR

A. Sejarah Singkat BAPENDA Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Riau
Indonesia. Ibukotanya terletak di Bagansiapi-api, kota terbesar, bersejarah,
dan pernah dikenal sebagai penghasil ikan terbesar di Indonesia.Pusat
pemerintah kabupaten berada ditengah-tengah kota, tepatnya di Jalan Merdeka
No. 58.

Wilayah Rokan Hilir dialiri beberapa sungai, berdasarkan data yang
ada di daerah ini terdapat 16 batang jalur sungai. Sungai-sungai yang ada di
kabupaten ini umumnya menjadi sarana lalu lintas, dapat di layari perahu,
perahu motor (pompon) atau kapal motor. Penyulusuran aliran sungai ini dapat
dapat dilayari sampai kehulu sungai rokan.Adapun sungai-sungai tersebut
adalah sungai rokan, sungai duku, sungai ular, sungai tengger, sungai siadun,
sungai daun, sungai agas, sungai bangko, dan sebagainya. Dari sekian banyak
sungai tersebut yang paling penting sebagai saran perhubungan adalah sungai
rokan yang panjangnya sekitar 350 km.

Kabupaten Rokan Hilir mempunyai banyak sungai, diantara nya
sungai-sungai yang ada tersebut, sungai yang paling terkenal adalah sungai
rokan.Panjang sungai rokan mencapai lebih kurang 350 kilometer.Sungai ini
dapat dilayari sampai kehulu. Artinya sungai ini pada masa lalu selain sebagai

sarana transportasi juga digunakan oleh masyarakat yang tinggal di bantaran
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sungai sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci dan
sebagai bahan tumpuan ekonomi masyarakat seperti untuk mencari biota air
(ikan, ketam, dan lain sebagainya).

Badan Pendapatan Daerah dibentuk berdasrkan Perda No. 12 Tahun
2007 Bab XIII Pasal 53-57.Sebagai instansi daerah, badan pendapatan daerah
(BAPENDA) bertugas untuk melayani masyarakat, bertanggung jawab secara
langsung kepada Bupati Rokan Hilir.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai organisasi
perangkat daerah mempunyai keajiban untuk mewujudkan pelayanan sejalan
dengan kedudukan, tugas fungsi dan fungsi (TUPOKSI) yang berdasarkan
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2007. Bab XIII Pasal 53-5, yaitu organisasi
perangkat daerah sebagai pelayan. Oleh karena itu, pelayan dapat memenuhi
pesyaratan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, sesuai dengan
standar yang di tentukan.

Apabila memungkinkan dapat melebihi apa yang ditetapkan
(pelayanan prima = service excellence) sebagai pelaksana penerima mandata
dari bupati yang berasal dari masyarakat. Pelaksanaan pelayanan dengan
menggunakan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance) dengan
kaidah transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.Untuk pencapaian pelayanan
yang primadan peningkatan kinerja, badan pendapatan daerah perlu menyusun
rencana agar memenuhi sendi-sendi tata laksana pelayanan umum.

Sesuai dengan prinsip kepemerintahan yang baru dan sendi tata
laksana pelayanan umum yang berpedoman pada TUPOKSI.Upaya

peningkatan kenerja organisasi perangkat daerah badan pendapatan daerah
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berkewajiba nuntuk menyusun dan merumuskan rencana strategi (Rensta).Ada

pun visi misi yang ingin dicapai oleh badan pendapatan daerah untuk tahun

2015-2017 dalam menjalankan tugasnya yaitu :

VISI:

“Terwujudnya instansi modern dalam pengelolaan dan peningkatan
penerimaan pendapatan daerah serta penggalian sumber-sumber pendapatan
daerah berwawasan lingkungan pada tahun 2018
MISI:

1. Melakukan peningkata, intensifikasi, eksitensifikasi, eksploitasi,
penggalian sumber-sumber penerimaan atau pendapatan-pendapatan
daerah.

2. Melakukan peningkatan perumusan dan penyusunan rencana Kkerja
penggalian potensi penerimaan yang sah dan penerimaan pendapatan
daerah.

3. Peningkata saran dan prasarana sebagai usaha untuk meningkatkan
penggalian dan penerimaan.

4. Peningkatan kerja sama kepada instansidan lembaga lain, untuk
peningkatan penggalian penerimaa pendapatan daerah (komunikasi,

koordinasi, sinkronisasi) unit kerja internal dan eksternal.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir
1. Kepala Badan Pendapatan
Kepala badan pendapatan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan
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b. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan dibidang Pendapatan Daerah.
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah.
2. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris selaku kepala
secretariat, mempunyai tugas mengkoordinasi, membina dan merumuskan
urusan umum kepegawaian, keuangan dan perencanaan program. Dalam
melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh sub bidang kesektariat,
antara laim :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub bidang umum dan kepegawaian bertugas membantu
sekretaris dalam melaksanakan dan merumuskan kebijakan urusan
umum dan kepegawaian.
b. Sub Bagian Keuangan

Sub bidang keuangan bertugas membantu sekretaris dalam
melasanakan pentingnya perumusan kebijakan urusan keuangan dalam
melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengendalian
serta pengawasan penyelenggara keuangan dalam kegiatan.

c. Sub Bidang Perencanaan Program

Sub bidang perencanaan program bertugas membantu
sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan urusan
perencanaan dan program dalam melaksanakan penyiapan bahan
koordinasi, Pembinaan, dan perumusan pedoman/petunjuk teknis serta

pemuktahiran pengumpulan dan pengelolaan data informsi yang
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berhubunga dengan penyusunan rencana dan program untuk
penerimaan pendapatan daerah dan pengendalian potensi daerah.
3. Bidang Pendapatan Asli Daerah
Bidang pendapatan asli daerah bertugas membantu kepala Badan
dalam bidang melaksanakan penyiapanperumusan melaksanakankebijakan
dibidang pendapatan asli daerah (penerimaan penyiapan bahan
penyusunan penerimaan, laporan Kkegiatan, dan koordinasi serta
pengawasan terhadap kegiatan penerimaan pendapatan daerah) dibantu
oleh:
a. Seksi Pendapatan Pajak dan Retribusi
Seksi pndapatan pajak dan retribusi dipimpim oleh seorang
kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam
melaksanakan penyiapan dan pengumpulan bahan yang berhubungan
dengan pajak dan retribusi dalam proses pentaan serta penyusunan
petunjuk teknis tentang pajak dan retribusi.
b. Seksi Penetapan Pajak dan Retribusi
Seksi penetapan pajak dan retribusi dipimpin oleh seorang
kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam
melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan tentang perhitungan
pajak dan retribusi serta melakukan penetapan perhitungan besaran
pajak dan retribusi.
c. Seksi Pemeriksaan Pajak dan Retribusi
Seksi pemeriksaan pajak dan retribusi dipimpin oleh seorang

kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam
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melakukan pemeriksaan, penerbitan, dan pendistribusian tentang pajak
dan retribusi yang berkaitan.
4. Bidang Penagihan dan Pembukuan
Bidang penagihan dan pembukuan dipimpin oleh seorang kepala
bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam
merumuskan dan meaksanakan kebijakan dibidang penagihan dan
pembukuan.
a. Seksi Penagihan dan Perhitungan
Seksi Penagihan dan Perghitungan dipimpin oleh seorang
kepala seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan melakukan
penagihan dan perhitungan.
b. Seksi Pembukuan dan Penerimaan
Seksi pembukuan dan penerimaan dipimpin oleh kepala seksi
yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan
penyiapan bahan penyusunan laporan dan pengolahan data serta
informasi yang berhubungan dengan pembukuan dan verifikasi.
5. Bidang Perencanaan Pendapatan
Bidang perencanaan pendapatan dipimpin oleh seorang kepala
bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam
merumuskan dan melaksanakan dibidang perencanaan pendapatan.

a. Seksi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Seksi peningkatan pendapatan asli daerah dipimpin oleh

seorang kepala seksi yang mepunyai tugas membantu kepala bidang
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dalam merencanakan dan melakukan langkah-langkah intensifikasi
(peningkatan) hasil pemungutan pendapatan daerah.
b. Seksi Pengembangan Pendapatan
Seksi bagi hasil bukan pajak dipimpin oleh seorang kepala
seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam
mengumpul, mengelola, menganalisa, serta mengevaluasi data tentang
berbagai sumber pendapatan daerah guna melakukan ekstensifikasi
(pengembangan) sumber-sumber baru penerimaan sebagai pendapatan
daerah.
c. Seksi Perundang-Undangan
Seksi bagi hasil bukan pajak dipimpin oleh seorang kepala
seksi yang mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam
penyiapan dan perumusan kebijakan berupa peraturan-peraturan
sebagai dasar hukum dalam melaksanka pemungutan dan
penatausahaan penerimaan pendapatan daerah.
6. UPTB
UPTB adalah Unit Pelayanan Teknis Badan yang bertugas
membantu kepala Badan dalam melaksanakan pelayanan teknis Badan
Pendapatan dilingkup kecamatan, kelurahan dan kepenghuluan.
Adapun struktur organisasi yang ada pada Badan Pendapatan

Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut;



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir
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